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BAB I
PENDAHULUAN

I.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD
(KUA)

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) disusun sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman
pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023. Penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUPA) tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (PRKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2024, Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas
kabupaten Pasuruan, prioritas Provinsi Jawa Timur dan prioritas
nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten
Pasuruan telah mendukung tercapainya sasaran utama dan
prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan
potensi dan kondisi daerah. Sesuai Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Pasuruan tidak mengalami perubahan.
Tema pembangunan Tahun 2024 adalah “Peningkatan
Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dalam
Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya

Saing Daerah”.



Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas
dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan
kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024
menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS Tahun 2024. Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang
menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan
Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
2024.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024. Maka dapat dilakukan perubahan APBD
yaitu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar organisasi, antarunit organisasi, antar program,
antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d. Keadaan darurat; dan/atau

e. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat
berupa terjadinya:

a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan

Daerah;



b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah;
dan/ atau

c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah tahun 2024 dapat digambarkan
dari evaluasi selama semester pertama pelaksanaan APBD. Dalam
pelaksanaan APBD selama semester pertama menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, yang mana proyeksi
anggaran SiLPA pada APBD TA. 2024 sebesar Rp. 340.144.916.160
sedangkan dari hasil audit BPK TA. 2023 SiLPA sebesar
Rp.199.983.724.707 jadi terdapat selisih lebih antara SiLPA TA.
2024 terhadap SiLPA TA. 2023 sebesar Rp.140.161.191.453 dan
juga terdapat kekurangan penganggaran belanja terikat pada APBD
TA. 2024 sebesar Rp.109.627.866.599 sehingga terdapat
kekurangan penganggaran sebesar Rp.244.422.735.932. Oleh
karena itu, pada perubahan APBD ini akan dilakukan penyesuaian
belanja terhadap kemampuan keuangan daerah. Perubahan akan
dilakukan pula untuk menyesuaikan target SiLPA berdasarkan
hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Pasuruan
TA. 2023 serta menyesuaikan target pendapatan daerah,
penyesuaian alokasi pagu anggaran, nomenklatur, dan petunjuk
teknis pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur.



Begitu juga dengan Alokasi dana Transfer dari Pemerintah Pusat
yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan termasuk
didalamnya berupa Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Pajak Rokok,
dan DBHCHT, serta alokasi dana transfer dari Pemerintah Provinsi
Jawa Timur berupa bantuan keuangan provinsi akan dilakukan
penyesuaian.

Hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten
Pasuruan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024,
dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-
asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pasuruan
Tahun Anggaran 2024 yang meliputi :

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus disesuaikan pada tahun berjalan;
Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer dan
Pendapatan BKK dari pemerintah pusat dan pemerintah
Provinsi Jawa Timur;

Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan
indikator kinerja program;

7. Penyesuaian  program dan = kegiatan membutuhkan

penanganan segera/prioritas.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka harus
dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai
dengan peraturan perundangan. Penyusunan Perubahan KUA
dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh

perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan
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1.2.

pembiayaan daerah yang terjadi. Dokumen Perubahan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA)
Tahun 2024 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif
dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan
Perubahan KUA Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Selanjutnya
hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam
penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(Perubahan PPAS) Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

APBD (KUA) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas asumsi - asumsi Perubahan
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024;

2. Memberikan pedoman umum dalam penetapan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten
Pasuruan Tahun Anggaran 2024;

3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Lalu (SiLPA) berdasarkan hasil audit atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran
2023;

4. Menyesuaikan perubahan penerimaan Pendapatan Daerah
dengan mengacu pada hasil evaluasi semester pertama Tahun
2024;

5. Menyesuaiakan perubahan Pendapatan Transfer, baik Transfer
Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah;

6. Melakukan reviu kembali pada prioritas kegiatan melalui
pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan
penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2024;



7. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai

ketentuan yang berlaku;

Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber
daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait
dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu
mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan

prioritas nasional, regional dan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 4 ayat (1);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4335);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

(PUG) dalam Pembangunan Nasional



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2024 ;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 - 2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomr 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2024;



30. Peraturan Perundangan lain terkait Pengelolaan Keuangan

Daerah.

10



BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi memuat arah kebijakan ekonomi daerah danarah
kebijakan keuangan daerah. arah kebijakan ekonomi daerah tidak bisa terlepas
dari kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hal ini untuk menjaga keselarasan kebijakan ekonomi pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Arah kebijakan
keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah.

Kerangka ekonomi daerah didesain dengan menyusun prioritas
pembangunan daerah sebagai langkah srategis menghadapi tantangan dan
penyelesaian isu strategis tahun 2024. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan
kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan,

alokasi belanja dan prioritas pembangunan daerah.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijaka Ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
berpedoman pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan
diselaraskan dengan RKPD Tahun 2024. Arah kebijakan ekonomi daerah
menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang
dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kerangka ekonomi makro tahun 2024 disusun berdasarkan kondisi
perekonomian Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 yang mana kondisi
ekonomi daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 - 2023 masih
mencatatkan pertumbuhan yang positif. Sementara itu arah kebijakan
ekonomi daerah tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi daerah yang
ingin diwujudkan tahun 2024. Kondisi makro dipresentasikan berupa

indikator makro daerah yaitu : pertumbuhan ekonomi ; indeks gini
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(kesenjangan pendapatan masyarakat); tingkat pengangguran terbuka;
inflasi dan kemiskinan.

Penggambaran ekonomi makro daerah Kabupaten Pasuruan
merupakan hasil/ asumsi yang diharapkan/ ditetapkan dalam
pelaksanaan arah  kebijakan pembangunan. Arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan untuk tahun 2024
berfokus pada “Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola
Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
dan Daya Saing Daerah”, arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam
prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan

Akuntabel;

3. Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal; dan

4. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Pengangguran
Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pasuruan merupakan
prioritas pembangunan, yang pertama adalah pelayanan dasar yang
ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM difokuskan pada aspek
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Hal itu dilakukan dengan
meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penurunan
prevalensi stunting dan penanganan kemiskinan berbasis kesetaraan
gender. Prioritas pembangunan kedua adalah peningkatan tata kelola
pemerintahan diarahkan agar lebih efektif dan efisien dengan pemanfaatan
teknologi informasi dan peningkatan kapasitas ASN. Dengan demikian
pelayanan publik dan investasi di Kabupaten Pasuruan akan meningkat,
sehingga grafik perekonomian daerah tumbuh lebih inklusif. Prioritas
pembangunan ketiga adalah peningkatan daya saing daerah yang berbasis
potensi lokal melalui pengembangan peningkatan nilai tambah ekonomi
pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan ekonomi
kreatif, serta pengembangan kawasan industri. Prioritas pembangunan

keempat adalah penanggulangan kemiskinan dan pengurangan
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pengangguran melalui perluasan kesempatan bekerja dan berwirausaha,
meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja

serta peningkatan literasi masyarakat.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua
hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan
yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan
prinsip-prinsi transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk
mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi
berbagai permasalahan pokok. Permasalahan yang terjadi dalam
pengelolaan keuangan daerah yaitu adanya ketimpangan antara
keterbatasan kemampuan keuangan dengan kebutuhan belanja yang
selalu  meningkat. Terbatasnya  kapasitas keuangan  daerah
mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan
pembangunan. Apabila melihat dari sisi APBD, keuangan daerah
dipergunakan dalam membiayai program dan kegiatan untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan
perkembangan kebutuhan, baik pembangunan secara fisik maupun non
fisik.

Selain itu adanya perubahan kinerja dan anggaran serta
program/kegiatan/subkegiatan yang telah di identifikasi sampai dengan
tribulan kedua sehingga harus dilakukan penyesuaian pada Perubahan

APBD TA. 2024, antara lain :
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Pemanfaatan dana DBHC-HT yang belum optimal untuk mendukung
prioritas pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pengalihan
anggaran antar Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan,
antara lain yaitu :
a. Pengalihan sekretariat pengelolaan DBHC-HT dari Satpol PP ke
Sekretariat Daerah;
b. Penambahan anggaran Dinas Perhubungan untuk menjaga
keselamatan lalu lintas di jalur perlintasan kereta api sebidang;
c. Penambahan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil berupa belanja hibah untuk Pemerintah Pusat
(penambahan kuota blanko cetak KTP elektronik);
d. Pengalihan anggaran antar subkegiatan di internal perangkat
daerah tertentu.
Perubahan asumsi kebijakan keuangan pada Lampiran I APBD TA.
2024, dimana SilPA yang dianggarakan di awal penyusunan APBD
tidak sesuai dengan SilPA hasil audit BPK RI.
Pengoptimalan penggunaan dana DAK untuk peningkatan pelayanan
dasar, melalui penambahan subkegiatan di beberapa perangkat
daerah, antara lain Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;
Penyelenggaraan pemilukada yang digelar serentak di tahun 2024
yang berakibat pada perubahan alokasi anggaran belanja di

Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kabupaten

Pasuruan TA.2024 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja

dengan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan adalah

meningkatkan pendapatan dan melakukan efisiensi belanja, penggunaan

belanja hanya untuk mendanai kebutuhan belanja prioritas. Belanja yang

menjadi prioritas pada perubahan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun
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Anggaran 2024 adalah: penyesuaian SilPA hasil audit BPK RI,
penyesuaian DBHCHT, program prioritas Kepala Daerah, pemenuhan

kebutuhan belanja pegawai, belanja rutin dan mengikat.
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BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1.

Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Pada tahun 2024 fokus pelaksanaan kebijakan fiskal akan berfokus
pada percepatan transformasi ekonomi dengan mencermati dinamika
perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah
agenda pembangunan. Maka kebijakan fiskal pada tahun 2024 diarahkan
untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan”. Kebijakan fiskal tahun 2024 di sektor APBN akan
dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik
dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian
target pembangunan secara optimal.

Pemerintah pusat menetapkan 8 (delapan) arah kebijakan dalam
rencana kerja pemerintah tahun 2024 sebagai berikut :
Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
Penguatan Daya Saing Usaha

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

®» N o a bk b=

Pelaksanaan Pemilu 2024

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas,maka pemerintah
berkomitmen untuk mewujudkan target-target pembangunan di tahun
2024. Dalam hal tersebut pemerintah telah menetapkan asumsi makro
ekonomi untuk pelaksanaan APBN tahun 2024. Asumsi makro yang
digunakan dalam menyusun APBN Tahun 2024 merupakan kondisi
eksternal Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang juga akan
mempengaruhi kebijakan APBD Kabupaten Pasuruan, diantaranya

sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi (5,3 -5,7%)

Inflasi (1,5-3,5%)

Tingkat Bunga SBN 10 Tahun (6,49-6,91%)
Nilai Tukar (14.700-15.300 Rupiah/US$)

> Wb
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3.2.

5. Harga Minyak Mentah (75-85 US$/barel)
6. Lifting Minyak (597-652 rphb)
7. Lifting Gas (999-1. rbsmph)

Pulihnya perekonomian juga menjadi salah satu faktor dalam
memperhitungkan target capaian pendapatan negara, termasuk
peningkatan tata kelola PNBP yang diharapkan turut mendorong
percepatan roda perekonomian pasca pandemi, mendukung dunia usaha,
serta meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. APBN 2024 juga
didesain untuk dapat meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta
harmonisasi belanja pusat dan daerah. Dalam mencapai target
pertumbuhan tersebut pemerintah akan terus berupaya menjaga
stabilitas ekonomi makro, begitu juga dengan upaya mewujudkan situasi

kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional dapat membantu menurunkan tingkat
pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0-5,7%, sementara itu
angka kemiskinan 6,5-7,5%, rasio gini 0,374-0,377, serta Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02. Hal tersebut selaras dengan
arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2024 yakni
pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi
industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha,
pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan
pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan

pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun
2024 bersifat khusus karena disusun tidak berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menerjemahkan
visi misi Kepala Daerah Terpilih, melainkan berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
RPD Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabtaan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Perubahan arah kebijakan ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan

tahun 2024 didasarkan pada perubahan kondisi yang mengakibatkan
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perubahan asumsi indikator ekonomi makro Kabupaten Pasuruan.
Perubahan tersebut salah satunya adalah perubahan pertumbuhan
ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan yang sangat dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi eksternal (nasional dan provinsi) dan
pertumbuhan ekonomi internal. Hal tersebut berkaitan dengan tema
RKPD Kabupaten Pasuruan dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Jawa Timur Tahun 2024, Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Provinsi

Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut

ini:

Tabel 3.1

Persandingan/Pemetaan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat

RKPD Kab. Pasuruan
Tahun 2024

RKPD Prov. Jatim
Tahun 2024

RKP
Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan

daerah

Prioritas pembangunan

daerah

Arah kebijakan

pembangunan nasional

PPD-1. Peningkatan
pelayanan dasar

masyarakat

Bhakti — 1 : Jatim
Sejahtera. "Mengentaskan
kemiskinan Menuju
Keadilan dan

Kesejahteraan Sosial"

(01). Pengurangan
kemiskinan dan
penghapusan kemiskinan

ekstrem

PPD-2. Peningkatan tata
kelola pemerintahan
yang efektif, efisien, dan

akuntabel

Bhakti - 2 : Jatim Kerja.
"Memperluas Lapangan
Pekerjaan dan Membangun

keunggulan Ekonomi"

(02). Peningkatan
kualitas pelayanan
pendidikan dan

kesehatan,

PPD-3. Peningkatan
daya saing daerah

berbasis potensi lokal

Bhakti — 3 : Jatim Cerdas
dan Sehat. "Jawa Timur
Cerdas dan Sehat,
Pelayanan Dasar

berkualitas."

(03). Revitalisasi industri
dan penguatan riset

terapan

PPD-4. Penanggulangan
kemiskinan dan

penurunan

pengangguran

Bhakti — 4 : Jatim Akses."
Membangun Infrastruktur
dalam rangka
Pengembangan Wilayah
Terpadu dan Keadilan
Akses bagi Masyarakat

Pesisir dan Desa Terluar"

(04). Penguatan daya

saing usaha
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RKPD Kab. Pasuruan
Tahun 2024

RKPD Prov. Jatim
Tahun 2024

RKP
Tahun 2024

Bhakti — 5 Jatim Berkah.
"Membangun Karakter
Masyarakat yang Berbasis
nilainilai Kesalehan Sosial,
Budi Pekerti Luhur dan

Berintegritas."

(05). Pembangunan
rendah karbon dan

transisi energi

Bhakti — 6 : Jatim Agro.
"Memajukan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis

Kerakyatan."

(06). Percepatan
pembangunan
infrastruktur dasar dan

konektivitas

Bhakti — 7 : Jatim Berdaya.

"Ekonomi Kerakyatan
dengan basis UMKM,
Koperasi, MUMDesa dan
Mendorong Pemberdayaan

Pemerintahan Desa."

(07). Percepatan
pembangunan Ibu Kota

Nusantara

Bhakti — 8 : Jatim : Jatim
Amanabh.
"Menyelenggarakan
pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Anti Korupsi."

(08). Pelaksanaan pemilu

2024

Bhakti — 9 : Jatim
Harmoni. "Menjaga
Harmoni Sosial dan Alam
dengan Melestarikan
Kebudayaan dan

Lingkungan Hidup."

Sumber : P-RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut diatas, diharapkan target yang telah

ditetapkan dalam RPD 2024-2026 dapat tercapai. Secara eksternal,

sumber pendapatan terbesar Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah

transfer dari Pemerintah Pusat baik dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
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Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Saat ini
Pemerintah mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek guna
memajukan perekonomian Nasional. Pemerintah lebih fokus kepada
kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang diambil mempunyai
banyak ragamnya salah satunya insentif pajak yang sangat
berpengaruh. Kebijakan yang telah dirancang oleh Pemerintah memiliki
tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal
dan mengalami peningkatan, tidak hanya itu tujuan lain adalah agar
perekonomian Nasional mengalami inflasi kembali dan tingkat
pengangguran di Indonesia berkurang.

Demikian juga kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan, secara
umum ekonomi makro mengalami kenaikan 5,32 persen. Berdasarkan
PDRB, ada 5 sektor lapangan usaha yang memberikan sumbangsih
terbesar pada struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu
daerah yang mengandalkan sektor pariwisata dan ekonomi

kreatif/ekonomi masyarakat.

Hal-hal tersebut di atas tentu harus menjadi pertimbangan yang
penting dalam melakukan perubahan kebijakan daerah pada tahun
2024, agar perubahan kebijakan penganggaran pembangunan daerah
dapat berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi, peningkatan

daya beli masyarakat, dan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.

Di dalam era otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah melimpahkan
sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Konsekuensi dari
pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan
melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana
Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), Pemerintah Daerah diharapkan
mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan. Disisi
lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih
belum mampu mendukung Pemerintah Daerah di dalam menjalankan
kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang
berjalan secara optimal. Hal ini terjadi karena sebagian besar APBD
Pemerintah Daerah masih digunakan untuk belanja pegawai (gaji), di
tambah lagi dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait
dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terbagi menjadi 6 bagian, antara
lain DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, DAU untuk Penggajian
Formasi PPPK, DAU untuk Bidang Pendidikan, DAU untuk Bidang

Kesehatan dan DAU untuk Bidanga Pekerjaan Umum, sehingga
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Pemerintah Daerah kurang leluasa di dalam melaksanakan program

pembangunan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi
penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya
penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan
pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun
terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan
berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah
dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna

menunjang beban belanja pembangunan daerah.
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1.

Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang
Diproyeksikan Untuk Tahun 2024

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur
APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan
kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah. Hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap
kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar
tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan
APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan
keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan
efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi
pembiayaan daerah. Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber
pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan yang Diperoleh Dari

Sektor yaitu sebagai berikut :

a. Pajak daerah, terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB,
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral
bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet.

b. Retribusi Daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha,
retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin

mempekerjakan tenaga kerja asing.
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil
penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa
giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi,
tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir
dan penerimaan lain-lain.

2. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, meliputi Transfer Pemerintah
Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana
perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan
vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara
Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagian
penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.
a. Bagi Hasil Pajak, berupa :
- Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor
pertambangan
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan orang Pribadi
- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
b. Bagi Hasil bukan pajak/ Sumber Daya Alam, berupa:
- Bagi hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
- Bagi Hasil Dari Pungutsn Hasil Perikanan
(2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer

yang bersifat umum (blok grant) yang mengatasi masalah
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ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan
utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;
b) Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik merupakan

dana yang bersumber adri pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu
mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadai kewenangan Daerah.

2
3
4
5

b. Transfer Antar Daerah

) Dana Insentif Daerah;
) Dana Otonomi Khusus;
) Dana Keistimewaan;
) Dana Desa.
1) Bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya;
dan
2) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah
lainnya.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri sebagai berikut :

a. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan
pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisai swasta dalam
negeri;

b. Dana Darurat;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pada penyusunan perubahan APBD tahun 2024 ini kebijakan
pendapatan daerah sebagian masih digunakan wuntuk pemulihan
perekonomian daerah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan
peningkatan kualitas SDM.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan
meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan

retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan
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kepatuhan wajib pajak serta memperhatikan realisasi keuangan semester

pertama tahun anggaran 2024. Secara ringkas kebijakan pendapatan

pada Perubahan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai
berikut :

1.

Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah, dari sektor Pajak
Daerah, berdasarkan perkembangan data potensi pajak dan realisasi
sampai dengan Triwulan II tahun 2024 serta memperhatikan
perubahan kondisi makro ekonomi, kebijakan/regulasi pemerintah
yang memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat;

Optimalisasi PAD untuk membangun kemandirian keuangan daerah
melalui usaha Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan penyesuaian
target retribusi daerah;

Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta
partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya
membayar pajak dan retribusi;

Peningkatan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi
daerah dengan memberikan kecepatan/ kemudahan dalam pelayanan
pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam
pengurusan pajak;

Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penerimaan yang bersumber
dari Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah, antara lain Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil
Bukan Pajak, dan Bantuan Keuangan Provinsi;

Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama
antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari
dana perimbangan dan non perimbangan;

Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh
potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan

pendapatan daerah;
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9. Meningkatkan kemampuan

terpercaya

dalam

rangka

aparatur

peningkatan

menciptakan kepuasan pelayanan prima.

pendapatan

yang berkompeten dan

dengan

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

Dengan memperhatikan Kebijakan Perubahan Perencanaan
Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2024, Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024
sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
KODE URAIAN KUA TA. 2024 Per“bag%‘;fUA TA. (+/-)
4 PENDAPATAN
DAERAH
PENDAPATAN ASLI
4.1 DAERAH (PAD) 721.944.621.196 826.961.126.118 105.016.504.922
4.1.01 | Pajak Daerah 463.504.992.586 528.588.888.888 65.083.896.302
4.1.02 | Retribusi Daerah 241.884.780.706 281.817.389.326 39.932.608.620
Hasil Pengelolaan
4.1.03 | Kekayaan Daerah 4.654.760.005 4.654.760.005 -
yang Dipisahkan
4.1.04 L‘:Ln'lam PAD yang 11.900.087.899 11.900.087.899 -
PENDAPATAN
4.2 TRANSFER 2.660.704.383.045 | 2.941.731.370.348 281.026.987.303
4.2.01 | Pendapatan Transfer | , 434 753 338 000 | 2.657.974.567.000 | 219.221.229.000
Pemerintah Pusat
4.0.02 | endapatan Transfer 221.951.045.045 283.756.803.348 61.805.758.303
Antar Daerah
LAIN-LAIN
4.3 PENDAPATAN 71.899.544.596 76.511.878.841 4.612.334.245
DAERAH YANG SAH
Lain-lain Pendapatan
4.3.03 | Sesuai dengan 71.899.544.596 76.511.878.841 4.612.334.245
ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan | 3.454.548.548.837 | 3.845.204.375.307 390.655.826.470

Sumber : SIPD-RI
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Adapun hasil analisis berdasarkan realisasi, target dan proyeksi
sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

tercantum dalam tabel 4.2 berikut :
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Tabel 4.2
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 - 2024
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Kode

Uraian

Realisasi

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

KUA TA. 2024

Perubahan KUA TA.
2024

(+/-)

PENDAPATAN
DAERAH

3.364.856.320.688,61

3.352.368.857.825,30

3.658.922.547.419,46

3.454.548.548.837

3.845.204.375.307

390.655.826.470

4.1

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

701.199.341.703,47

736.238.743.114,30

825.315.022.145,46

721.944.621.196

826.961.126.118

105.016.504.922

4.1.01

Pajak Daerah

393.593.785.426,11

452.520.753.582,18

503.302.286.143,93

463.504.992.586

528.588.888.888

65.083.896.302

4.1.02

Retribusi Daerah

30.094.738.924,33

33.794.826.500,12

39.386.573.646,61

241.884.780.706

281.817.389.326

39.932.608.620

4.1.03

Hasil Pengelolaan

Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan

4.777.764.881,00

4.829.702.733,00

4.982.159.407

4.654.760.005

4.654.760.005

4.1.04

Lain-lain PAD
yang sah

272.733.052.472,03

245.093.460.299,00

277.644.002.947,92

11.900.087.899

11.900.087.899

4.2

Pendapatan
Transfer

2.452.634.490.954,14

2.567.448.223.132,00

2.762.461.968.553

2.660.704.383.045

2.941.731.370.348

281.026.987.303

4.2.01

Pendapatan
Transfer
Pemerintah
Pusat

2.175.979.517.096,00

2.316.302.794.650,00

2.453.704.926.353

2.438.753.338.000

2.657.974.567.000

219.221.229.000

4.2.02

Pendapatan
Transfer Antar
Daerah

276.654.973.858,14

251.145.428.482,00

308.757.042.200

221.951.045.045

283.756.803.348

61.805.758.303

4.3

Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang
Sah

211.022.488.031,00

48.681.891.579,00

71.145.556.721

71.899.544.596

76.511.878.841

4.612.334.245

4.3.01

Pendapatan
Hibah

27.286.176.486,00

1.892.000.000,00

4.3.02

Dana Darurat

4.3.03

Lain-lain
Pendapatan
Sesuai dengan

183.736.311.545,00

46.789.891.579,00

71.145.556.721

71.899.544.596

76.511.878.841

4.612.334.245
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Peraturan
Perundang-
undangan
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1.

Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah pada Perubahan APBD
Tahun 2024 memperhatikan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam
Rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mendukung pencapaian target
belanja APBD Tahun 2024 untuk menggunakan produk dalam negeri.
Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Perluasan earmarked
penggunaan DBH CHT, termasuk untuk kegiatan lain sesuai prioritas dan
kebutuhan daerah disamping utamanya digunakan untuk mendanai
program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,
pembinaan lingkungan sosial, dengan prioritas pada bidang kesehatan
untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama
peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan
perekonomian daerah.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada belanja yang wajib
dan mengikat. Belanja yang mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai,
belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah
belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan

dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Setelah
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terpenuhinya belanja wajib dan mengikat selanjutnya barulah
menganggarkan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi
kepala daerah yang tentunya berhubungan dengan kewenangan daerah
baik itu urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Selain
itu juga Pemerintah Kabupaten Pasuruan selalu menjaga konsistensi
belanja transfer kepada Pemerintah Desa sebagai salah satu kewajiban
mandatori berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kesiapan mengantisipasi kondisi keperluan mendesak yang

tidak dapat diprediksi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menjaga

penganggaran alokasi belanja tidak terduga yang mempedomani kepada
peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diupayakan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah serta meningkatkan
proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam
program dan kegiatan. Adapun perubahan belanja daerah Kabupaten
Pasuruan tahun anggaran 2024 difokuskan pada program prioritas dan
optimalisasi belanja rutin perangkat daerah, kebijakan belanja daerah
tersebut diarahkan sebagai berikut :

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan
terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada
masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah
tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara
tepat waktu;

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja
(performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama

pada tahun 2024 yang berpedoman pada prinsip akuntabilitas, efektif
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dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis

kinerja;

Menindaklanjuti Temuan BPK RI

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk

memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji

PNS, belanja bagi

hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja

operasional kantor dengan mengutamakan prinsip efektif dan efisien;

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer

dan Belanja Tidak Terduga

Secara keseluruhan belanja daerah Kabupaten Pasuruan pada

Perubahan KUA TA. 2024 dianggarkan sebesar Rp. 4.045.188.100.014

dengan rincian belanja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah.

Berdasarkan

hasil

evaluasi,

permasalahan

pembangunan dan isu-isu yang ada, Kabupaten Pasuruan mengalami

perubahan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024, adapun target

perubahan belanja daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tabel 5.1

berikut :

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Tahun 2023, Target/ Proyeksi Belanja Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Realisasi APBD

Perubahan KUA

Kode Uraian TA.2023 KUA TA. 2024 2024

5 Belanja Daerah 3.733.513.101.278| 3.651.291.784.754| 4.045.188.100.014
5.1 | Belanja Operasi 2.674.895.675.790 | 2.692.596.718.121 | 2.990.168.892.145
5.1.01 | Belanja Pegawai 1.229.526.411.903 | 1.304.286.052.951 1.453.170.665.967
5.1.02 ?iznja Barang dan | 519 035.071.080 993.153.474.882 | 1.311.651.583.722
5.1.05 | Belanja Hibah 208.154.192.807 387.697.851.480 216.129.042.456
5.1.06 Siﬁfa Bantuan 18.180.000.000 7.459.338.808 9.217.600.000
5.2 | Belanja Modal 437.513.395.687 | 281.591.216.400 | 400.609.870.713
5.0.01 | Belanja Modal - 4.800.000.000 -

Tanah
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Realisasi APBD

Perubahan KUA

Kode Uraian TA.2023 KUA TA. 2024 2024
Belanja Modal

5.2.02 | Peralatan dan 141.502.945.421 48.865.912.167 119.578.163.390
Mesin
Belanja Modal

5.2.03 | Gedung dan 133.147.504.812 96.948.211.053 121.547.151.842
Bangunan
Belanja Modal

5.2.04 | Jalan, Jaringan 160.878.740.804 130.971.411.180 157.067.603.331
dan Irigasi

5.2.05 | Belanja Modal Aset 1.984.204.650 5.682.000 1.973.704.150
Tetap Lainnya

5.2.06 | Belanja Modal Aset . . 443.248.000
Lainnya

5.3 |DBelanja Tidak 3.411.447.525 40.866.159.361 20.059.889.558
Terduga

5.3.01 | Belanja Tidalk 3.411.447.525 40.866.159.361 20.059.889.558
Terduga

5.4 | Belanja Transfer 617.692.582.276 | 636.237.690.872 | 634.349.447.598

5.4.01 | Belanja Bagi Hasil 47.007.207.368 50.459.294.582 50.459.294.582

5.4.02 | Belanja Bantuan 570.685.374.908 585.778.396.290 583.890.153.016

Keuangan

Sumber : SIPD-RI

Secara umum, proyeksi Belanja pada Perubahan KUA Tahun 2024

dialokasikan sebesar Rp 4.045.188.100.014,00 meningkat dari tahun
2024,
Rp2.990.168.892.145,00
Rp.400.609.870.713,00.

dialokasikan

rencana dimana  belanja  operasi meningkat menjadi

dan belanja modal menjadi

Sedangkan Untuk Belanja Tidak Terduga
2024 turun

perubahan tahun

Rp.20.059.889.558,00, hal ini
anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2023 setelah dikurangi realisasi

anggaran menjadi

dikarenakan tidak ada penambahan
anggaran untuk penyesuaian belanja pada semester I APBD TA. 2024.

Sedangkan untuk Belanja Transfer pada RKPD Perubahan TA. 2024
dialokasi tetap sebesar Rp. 634.349.447.598,00.
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk

menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan
daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek

pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pasuruan dari sebagian besar
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran
sebelumnya, demikian pula perubahan Penerimaan Pembiayaan untuk tahun
2024 dianggarkan sebesar besaran SiLPA tahun 2023 yang berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pengeluaran pembiayaan
daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran

pokok hutang.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan
Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan
berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 73.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024
Perihal: Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten

Pasuruan, Tanggal 30 April 2024 yang memuat lampiran Laporan Hasil
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6.2.

Pemeriksaan Nomor: 73.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 Tanggal 30 April

2024 penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 yang semula diproyeksikan sebesar

Rp.340.144.916.160,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan menjadi sebesar

Rp.199.983.724.706,64 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA) Tahun Sebelumnya.

Arah kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah

Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian penerimaan Silpa pada APBD TA. 2023
sesuai dengan hasil audit BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur;

2. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi
lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi
Piutang Daerah.

Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan

APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 tetap diarahkan untuk

penyertaan modal (investasi) daerah sesuai kemampuan keuangan

daerah. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 sebesar

Rp.7.256.764.083,00. Pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah

Kabupaten Pasuruan digunakan untuk penyertaan modal daerah.

Secara keseluruhan, pembiayaan netto pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp. 199.983.724.707,00

adapun target perubahan pembiayaan daerah Tahun 2024 tercantum

dalam Tabel 6.2 berikut :

36



Tabel 6.1

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

q Pembiayaan
Kode Uraian Pem?;\ayza 3‘; 4KUA Perubahan KUA (+/-)
: TA. 2024
6 PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
6.1 PEMBIAYAAN 200.000.000.000 | 199.983.724.707 (16.275.293)
Sisa Lebih Perhitungan
6.1.01 | Anggaran Tahun 200.000.000.000 199.983.724.707 (16.275.293)
Sebelumnya
PENGELUARAN
6.2 PEMBIAYAAN 3.256.764.083 -| (3.253.764.083)
6.2.02 | Penyertaan Modal 3.256.764.083 -l (3.256.764.083)
Daerah
Pembiayaan Netto 196.743.235.917 | 199.983.724.707 3.240.488.790
Sisa Lebih Pembiayaan
6.3 Anggaran Daerah i i i
) Tahun Berkenaan
(SiLPA)
Sumber : SIPD-RI
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan hasil evaluasi dalam permasalahan pembangunan daerah
sampai dengan semester I, diperlukan perubahan rencana program dan

kegiatan prioritas pada setiap perangkat daerah. perubahan tersebut meliputi :

1. Belanja
a. penambahan kegiatan bersumber Dana Keistimewaan, DBHCHT dan

SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2024.

=

pergeseran pagu antar kegiatan/sub kegiatan ataupun belanja;

penambahan dan pengurangan pagu kegiatan/sub kegiatan;

oo

penambahan dan pengurangan target kinerja;
e. perubahan lokasi kegiatan; dan
f. perubahan kelompok sasaran kegiatan.
g. Perubahan Kebijakan Umum APBD 2024
2. Pendapatan, dari penyesuaian target pendapatan dan dana transfer daerah.
3. Pembiayaan, dari penyesuaian SiLPA riil hasil audit BPK dan penyertaan
modal.

Secara keseluruhan Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II
sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya dilakukan pencermatan program
dan kegiatan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan
percepatan maupun yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun
anggaran dengan memperhatikan:

1. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari
kegiatan;
2. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
Perubahan Kebijakan umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan
arah kebijakan perubahan pendapatan daerah, arah kebijakan perubahan

belanja daerah dan arah kebijakan perubahan pembiayaan daerah yang akan
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dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi

yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD 2024.

Oleh karena itu dalam menentukan arah kebijakan keuangan Daerah,
Pemerintah Daerah memperhitungkan dampak dari pemilukada yang
dilaksanakan secara serentak di tahun 2024 terhadap target-target penerimaan
pendapatan Daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan
pembangunan pada tahun 2024. Kebijakan daerah yang ditempuh dalam

meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait
perpajakan dan retribusi;

2. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan

retribusi;

Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan,;

Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;

Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi;

No o s

Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber
pendapatan daerah;
Peningkatan sarana prasarana pada obyek wisata;
Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD;
10. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD;
11. Penyesuaian pendapatan daerah memperhatikan realisasi pada Semester I
Tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan terus konsisten untuk menjaga
agar belanja daerah dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.
Untuk menjaga agar target belanja dapat dicapai, beberapa solusi yang dapat

ditempuh Pemerintah Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah :

1. Meningkatkan peran dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan
mengikutsertakan Badan Layanan Pengadaan dalam verifikasi rencana

kerja dan anggaran (RKA), hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan
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paket pekerjaan dalam RKA perubahan dengan ketentuan pengadaan
barang dan jasa, sehingga diharapkan dapat mengurangi keterlambatan
proses pengadaan barang dan jasa;

Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta adanya
konsistensi dan sinkronisasi program kegiatan baik antara pusat, provinsi
dan daerah;

Memegang prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran dalam mengalokasikan
anggaran;

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada
setiap indokator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi;

Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan
permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat bagi
masyarakat;

Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan
kesempatan kerja;

Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal,
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja membangun

sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.
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BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pasuruan Tahun
Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2024.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan Perubahan Kebijakan
Umum APBD (KUA) merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang
disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Adanya
perubahan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat
dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak
sesuai asumsi, sehingga di mungkinkan adanya perubahan kebijakan baik itu
dari Sisi Pendapatan Transfer maupun dari Sisi Belanja dari Pemerintah Pusat

maupun Provinsi, oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan
Perubahan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah
daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi
pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran
indikatifnya;

2. Penambahan atau pengurangan belanja daerah dalam program dan kegiatan
dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon
prioritas tambahan atau pengurangan yang disampaikan dalam Perubahan
PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;

3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun

belanja daerah dalam program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif
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tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD

TA. 2024 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan KUA

dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS.

Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota
Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 antara Pj. Bupati Pasuruan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan yang
kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 dan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD)
Tahun Anggaran 2024. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman
bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten
Pasuruan dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang

telah direncanakan.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan

APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasuruan, 2024
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pj. BUPATI PASURUAN
DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

H. M. SUDIONO FAUZAN, S.Ag., MM Dr. ANDRIYANTO, S.H., M.Kes.
KETUA
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